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STANDARI ASI KENDARAAN D AS PEMERINTAH 

AN 

a . bahw daiam rangka pe aksanaan pengelolaan barang 
agar dapat di~akan sesuai batasan-batasan 

han yang diperl an maka perlu diadakan 
sasi; 

b. bahw berdasarkan per 
pada uruf a diatas, perl 
Walik ta. 

bangan sebagaimana tersebut 
ditetapkan dengan Peraturan 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembe tukan Daerah-d) rah Kota Besar dalam 
Ling gan Propinsi Jaw Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat an Daerah Istimewa ogyakarta; 

2. Undan · -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perben aharaan Negara f mbaran Negara Republik 
Indone ia Tahun 2004 No or 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 4355); 

3 . Undan -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Peme · tahan Daerah (;mbaran Negara Republik 
Indone ia Tahun 2004 No or 125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi~ Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undcyig-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 te;ntang Penetapan Pe1f8.turan Pemerintah Pengganti 
Undange-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Updang-Undang Nomcpr 32 Tahun 2004 tentang 
Peme · 1ftahan Daerah menja<lti Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia\ Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

4. Peratur Pemerintah Nomqr 21 Tahun 1988 tentang 
Perubah Batas Wilayah K t>tamadya Daerah Tingkat II 
Pekalon an, Kabupaten Daer I Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupat n Daerah Tingkat 

I 
Batang (Lembaran Negara 

Republi Indonesia Tahun .1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembar Negara Republik In 0nesia Nomor 3381); 

\ I 
I 

I\ 



Memperhatikan 

Menetapkan 

5.P aturan Pemerintah pmor 105 Tahun 2001 tentang 
Pe gelolaan dan Pertan · ng jawaban Keuangan Daerah 
( mbaran Negara R blik Indonesia Tahun 2001 
N or 118, Tamb.ahan mbaran Negara Nomor 4138); 

I I 
6. Pe aturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten tang 

Pe gelolaan Barang ·lik Negara/Daerah (Lembaran 
Ne ara Republik Inda fsia Tahun 2006 Nomor 20, 
T bahan Lembaran N ~ara Republik Indonesia Nomor 
46 9); I\ 

7. Plturan Daerah Kota ekalongan Nomor 7 Tahun 2003 
ten ang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung 
j8:,T,ban Keuangan Dae (Lembaran Daerah Nomor 37 
Tu....lun 2003 seri D Norn r 32); 

8 .Per: ran Walikota Pek ongan Nomor 20 Tahun 2006 
tan al 2 Desember 2!6 tentang Standarisasi Biaya 
Ke atan dan Honorari m, Biaya Pemeliharaan dan 
S~darisasi Harga Pen daan Barang/ Jasa Kebutuhan 
Ko Pekalongan Tahun 007; 

an Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
Standarisasi S ana dan Prasarana Kerja 

tah Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

STAN ARISASI KEND 
PEKA NGAN. 

BABI 

KETENTUAN UMU 

Pasal 1 

DINAS PEMERINTAH KOTA 

Yang dimaksud dengan : 

1. Standarisasi sarana d n prasarana kerja pemerintahan daerah adalah 
pembakuan ruang Iraptor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan 
kendaraan dinas. 

2. Sarana kerja adalah rr.silitas yang secar~ , langsung berfungsi sebagai 
penunjang proses peny lenggaraan pem~t:r:,han daerah dalam mencapai 
sasaran yang ditetapkan, antara lain ruang k~tor, perlengkapan kerja dan 
kendaraan dinas. I 

3. Prasarana kerja adal;.fasilitas yang secia tidak langsung berfungsi 
menunjang terselengg anya suatu proses kerja aparatur dalam 
meningkatkan kinerja s suai dengan tugas d~ tanggung jawabnya, seperti 
gedung kantor, rumah ja;Patan dan rumah inspmsi. 

4. Kendaraan dinas adalkh kendaraan mili I pemerintah daerah yang 
dipergunakan hanya u tuk kepentingan d . . as, terdiri atas kendaraan 
perorangan dinas, kend aan dinas operasio al/kendaraan dinas jabatan 
dan kendaraan dinas kh sus / lapangan. \ i 



BAB II 

PENAT 

Pasal 2 

Penataan sarana prasar 
azas tertib, adil, tran 1 

kesejahteraan, kepatut 
keuangan daerah. 

a kerja pemerin daerah dilakukan berdasarkan 
aran, efisien dan ef ektif, manfaat, keselamatan, 
dan akuntabel se memperhatikan kemampuan 

Pasal 3 

Penataan sarana dan pra ana sebagaimana d rpaksud dalam Pasal 2 dilakukan 
untuk : 

a. kelancaran proses pek 
b. kelancaran hubungan erja intern dan ekste antar pejabat/pegawai; 
c. memudahkan komunik 1; 
d. kelancaran tugas peng asan dan peng dan; 
e . memudahkan pengam arsip dan do tasi. 

BAB III 

STANDARISASI KENO N DINAS 

l Pasal 4 

Kendaraan dinas sebagaim a dimaksud dalam ab III meliputi: 

a. kendaraan perorangan dj.nas; i 
b. kendaraan ~nas operas~bnal/kendaraan dina jabatan dan 
c. kendaraan dmas operasibnal khusus/lapang , . 

Pasal 5 I 

(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana ~ aksud dalam Pasal 4 huruf a, 
disediakan dan diper ~.c:u.1. untuk pejabatl

1

negara. 

(2) Kendaraan perorang dinas sebagaim:* dimaksud ayat (1) Pasal ini 
diperuntukkan bagi pe angkujabatan W · ota dan Wakil Wakil Walikota. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

I Pasal 6 I 
Kendaraan dinas op1rasional/kendaraanf inas jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pas~ 4 huruf b, disedi dan dipergunakan untuk 
kegiatan operasional perkantoran; 

Kendaraan dinas opJrasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat~ (1) Pasal ini diperu tukkan bagi pimpinan DPRD 
Kota Pekalongan. 

Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperunm,kkan bagi pejabat eselon II, 
eselon III, eselon IV. 

Kendaraan dinas oper 
dalam Pasal 4 huruf 
operasional khusus/lap 

Pasal 7 

sional khusus/lap 
1

gan sebagaimana dimaksud 
disediakan dan di ergunakan untuk pelayanan 
gan dan pelayanan ' 1 um. 

C:\Y33\,KHUSUS SK\l'erda Standarlaaai. oc \ I 
\ I 



' . 

(2) 

(3) 

(1) 

Kendaraan dinas 
ayat ( 1) Pasal ini 
tugas khusus/lap 

I 

perasional khusus \1apangan sebagaimana dimaksud 
iperuntukkan bagi 1egawai yang menjalankan tugas-
gan. I 

Kendaraan dinas perasional khusus I pangan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini da at dipertuntukkan b \gi antar jemput pegawai. 

Pasal 8 \ 

S d . . K d D. . al Ii . b .ku tan ansas1 en an mas maxim s . \ agru en t : 

a . Walikota 

b . Wakil Walikota 

c . Ketua Dewan 

d . W akil Ka Dewan 

e. Pejabat Eselon II 

f . Pejabat Eselon III 

g. Pejabat Eselon IV 

Sedan \ I 2 .500 cc 
Jeep 3.200 cc 
Sedan 2 .200 cc 
Jeep 2.500 cc 
Sedan atau Mnib 2.200 cc 

Sedan atau Jeep 

Minibus 

Sepeda Motor 

2 .000 cc 

1.800 cc 

1.500 cc 

125 cc 

(2) Pelaksanaan sebagai ana dimaksud dall ayat (1) Pasal ini disesuaikan 

dengan kemampuan d erah. Pasal 

9 

\ 

Peraturan ini mulai berl sejak tanggal diundf kan 
Agar setiap orang menge uinya, memerintah pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dal Berita Daerah. 

Dit:etapkan di Pekalongan 
pada tanggal 10 April 2007 

WALIKOTA PEKALONGAN 
Cap , 

ttd 
MOHAMAD BASYIR AHMAD 

Diundangkan dalam Derita erah Kota Pekalo gan Tahun 2007 Nomor 9 
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